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PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA

Menimbang

DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA DEPOK,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, dijelaskan
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan
Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Wali Kota;

bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan
Nasional melalui Pendidikan Formal, maka perlu adanya
dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat
menampung lulusan Sekolah Dasar dan/atau yang
sederajat yang memadai;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan lembaga sekolah
sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, maka perlu
menambah pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri
di wilayah Kecamatan Beji;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 55
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas
Pendidikan;


Lenovo
Line


Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);



Menetapkan

8.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 55
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.



Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 55
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota
Depok Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 29) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 20;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 24;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 27;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 28;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 29;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 30;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 31;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 32;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 33;
. Sekolah Menengah Pertama Negeri 34.
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 38

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERREIARIAT DAERAH KOTA DEPOK
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